gy &
reraturan I"|.|'|.._|,|‘ Mearrivse 17 I

ntang wWajilbh He bajar  (Lembag

P LNy ANINTS
11 it Wi Falil
: . : A i Aaralil
LELAS LFY Lt Y 5 Jll|l'|-‘ dU0H i j
I AN, LY BT ¥ |
' LAY

| =ry " = .
LEIMIFIEan *|r'h1|‘-! |57 pubtllk Indoriesls Neaimar 414
i i)

e b1 r - Ve ¥ )
Peratu if Femernintah Mormior 48 '] wnun 2008 1enitane
Pendanaan Pendidil ; L
f ROl s (L §
rERa anun LS008 Normo ). ]..|,.I,.,p,_||, |.-|”r._,_,.||.|

[
Megara Republik Indonesin Nornar 4864

Peraturan Pemerintah Mormnor T4 Isibiun TN
.l-".'.'.s.'upi Gury (Lambaran Megnra Kepubilik ndonenin
II.':.'. in 2008 Noamor |'|'|-_ Tambesihan Lembusran Negiri
Hr :_'alu‘a_'.r' Indonesia Nomor 494 1) sebppoimann 1elah
diubah dengan Peraturan P merintiah Nomor 19 Tahun
2017 tentang Merubahan atns Peraturan Pemeriniah
Nomor 74 Tahun 2008 Tentsng Curu  (Lembaran
:r';"'rf"”"’ Republik Indonesia Tahun 2017 Nomos 107,
tambanan Lembaran Negara Kepublik  Indoresis

Namaor &) 1),
Dol ok ik

dan Penyelenggaraan Pendidilkan

Negara Fepublik Indonesia Tahun 2010

‘omar 23 lfambahan Lembaran MNegara Republik
¥ T, P i 1 -
indonesia NOmor 3 10 ] ':"h.l[{.-:|r.l|,:r|:| telah diubah

dengan Feraturan Pemerintah Nomor 66 Taohun 2010

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Normor
17 Tahun 2010 tentang Pengelalaan tlin
Penyelenggaraan Pendidikan  [Lembaran MNepnra
.."""“_:'.l Indonesia Tahun 2010 MNermar 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

lomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24
Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarinag
intuk Sekolah Dasar/ Madrasah [btidaivah (S MI),
Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawivah
(SMP/ MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah
Aliyah [SMA/ MA);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15
Tahun 2010 lentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan Dasar di Kabupaten/ Kota sebagalmana
telah diubah dan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15
Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 20172
tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas
Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomaop
206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Mentern Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang

H

Ferubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2

Tahun




Tahun 2012 tentang Pengawas Madranaly  dan
Pﬁ.‘hﬂ[lu'!—lﬂ Pendidikan Apama Islwm pecdn Belealnh
(Berita Negara Republik Indonesin Talwin 20103 Moo
684,

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2010
tentang Penyelenpgearaan Pendidian Maodeasinh (Heiin
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 13081
sebagaimana diubah terakhir denpan  Peratuican
Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2006  entoig
Perubahan Kedua atag Peraluran  Meinterd Ao
Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggarann
Pendidikan Madrasah  (Berita  Negarn  Republil
Indonesia Tahun 2016 Nomaor 2101);

12. Peraturan  Menteri  Agama  Nomor 19 Tahun
2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inatansl
Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Namor 1115,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  KEMENTERIAN

KESATU

KEDUA

KETIGA

AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA NOMOR 1473
TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL MUSLIMAT NU HEZBUI
QUR'AN KABUPATEN BANJARNEGARA.

: Mengubah lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Agama Nomor 1373 Tahun 2020 tentang
Pemberian lzin Operasional Pendirian Raudhatul Athinl
Muslimat NU Hizbul Quran Kabupaten Banjarnegari menjad
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini,

. Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahlan dari

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Nomon
1373 Tahun 2020 tentang Pemberian lzin Operasional
Pendirian Raudhatul Athfal Muslimat NU Hizbul Quran
Kabupaten Banjarnegara dan Piagam Pendirian  Madvasah
Nomor: 3418/Kw.11.2/5/PP.03.2/5/2020 tanggal 14 Mel 2020

. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetaplan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 September 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH
LENTERIAN AGAMA
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LAMPIRAN

h':l*_:I‘U'I'LIHAN KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 220 TAHUN 2020

TENTANG

I’PE1HU BAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
'T‘L'.MF.NTERIAN AGAMA NOMOR 1373 TAHUN 2020 TENTANG IZIN
OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL MUSLIMAT NU
HIZBUL QUR'AN KABUPATEN BANJARNEGARA

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Raudhatul Athfal Muslimat NU Hizbul
Qur'an

Nomor Statistik Madrasah | 101233040266

Nama Madrasah

Desa/Kelurahan Parakan
Alamat Madrasah Kecamatan Purwanegara
Kabupaten Banjarnegara
i - Provinsi Jawa Tengah

Nama Organisasi Yayasan Pendidikan Muslimat Nahdatul
Penyelenggara Ulama Bina Bakti Wanita Pusat

No. 01 Tatyana Indrati Hasjim, SH tanggal 1
Akta Notaris Organisasi Pebruari 2010 sebagaimana telah diubah
Penyelenggara terakhir No. 24 Hirza Arafatul Lama'ah, SH
tanggal 25 Januari 2018

AHU-6181.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 29
Pengesahan Akta Notaris | Juli 2011 sebagaimana telah diubah

Organisasi Penyelenggara | terakhir AHU-0001700.AH.01.12.Tahun |
2018 tanggal 31 Januari 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH
BN TERmN AGAMA
- uawa TENGAH,

_'\- \




KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 23ac6  TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA NOMOR 1373 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAU DHATUL ATHFAL MUSLIMAT NU
HIZBUL QUR'AN KABUPATEN BANJARN EGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

12

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara
Nomor: 7118/Kk.11.04/4/PP.00.4/00/2020 tanggal 9
September 2020, tentang Rekomendasi di pandang
perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Raudhatul
Athfal Muslimat NU Hizbul Qur'an Kabupaten
Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang
Perubahan atas Keputusan Kepala Kantor wilavah
Kementerian Agama Nomor 1373 Tahun 2020 tentang
Pemberian lzin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal
Muslimat NU Hizbul Qur'an Kabupaten Banjarnegara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

| Indonesia Tahun 2003 Nomeor 78, Tambahan Lembaran
| Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 5670);

4. Peraturan . . .




